
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NOMOR 2.~ TAHUN 2024 

TENTANG 

PENINGKATAN STATUS PUSKESMAS PEMBANTU TOTOREJO 
KECAMATAN BELITANG II DAN POS KESEHATAN DESA PENGANDONAN 

KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR 
MENJADI PUSKESMAS NON PERAWATAN PADA DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah clan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 
Tahun 2017 ten tang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi 
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

b. bahwa dalam rangka upaya mengoptimalkan fungsi pusat 
pelayanan kesehatan masyarakat serta meningkatkan akses dan 
pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat sehat dan mandiri 
melalui pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu 
ditetapkan peningkatan status Puskesmas Pembantu Totorejo 
Kecamatan Belitang II dan Pos Kesehatan Desa Pengandonan 
Kecamatan Buay Madang Timur menjadi Puskesmas Non 
Perawatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan llir di Provinsi Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4347); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6897); 

7. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5942); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 451); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 ten tang 
Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1502); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat 
Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1335); 



Menetapkan 
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14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang 
Akreditasi Pu.sat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium 
Kesehatan, Unit Transfusi Daerah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, 
dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2); 

16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, 
Kecamatan Serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 63 

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati 
Nomor 33 Tahun 2016 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan
Badan Daerah, Kecamatan Serta Kelurahan di Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63); 

1 7 . Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 41 Tahun 
2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat 
Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 41); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN STATUS 
PUSKESMAS PEMBANTU TOTOREJO KECAMATAN BELITANG II 
DAN POS KESEHATAN DESA PENGANDONAN KECAMATAN BUAY 
MADANG TIMUR MENJADI PUSKESMAS NON PERAWATAN PADA 
DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yag dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 
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4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur. 
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur. 
6. Kepala Din as Kesehatan adalah Kepala Din as Kesehatan 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD 

adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada 
Dinas a tau Badan Daerah. 

8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang 
selanjutnya disebut UPf Puskemas adalah Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas 
Kesehatan Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya Puskesmas 
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatai1 
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan 
upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. 

10. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut 
dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh 
Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang 
dituangkan dalam suatu sistem. 

11. Instansi Pemberi Izin adalah satuan kerja yang ditunjuk oleh 
pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bertanggung jawab 
atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di UPTD Puskesmas 
pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan 
keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan 

peralatan. 
13. Puskesmas Non Perawatan adalah Puskesmas yang memberikan 

pelayanan kesehatan rawat jalan yakni observasi, diagnosis, 
pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tan.pa rawat 
map. 

14. Puskesmas Pembantu adalah unit pembantu Puskesmas untuk 
pelayanan kesehatan. 

BAB II 
PERSYARATAN DAN PENINGKATAN 

Pasal 2 

(1) Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. 
(2) Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan 

lebih dari 1 (satu) Puskesmas. 
(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah 
penduduk, dan aksesibilitas. 

(4) Puskesrnas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, 
ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik. 
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Pasal 3 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan peningkatan status 
Puskesmas Pembantu Totorejo Kecamatan Belitang II dan Pos 
Kesehatan Desa Pengandonan Kecamatan Buay Madang Timur 
menjadi UPTD Puskesmas Non Perawatan pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

(2) Peningkatan status menjadi Puskesmas Non Perawatan 
sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1) akan melaksanakan tugas 
dan fungsi sesuai wilayah kerjanya. 

Non Perawatan 
didasarkan pada 

yang dikategorikan 

(3) Peningkatan status menjadi Puskesmas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kebutuhan dan kondisi masyarakat 
berdasarkan: 
a. karakteristik wilayah kerjanya; dan 
b. kemampuan pelayanan. 

BAB III 
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN 

Pasal 4 

(1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 
kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di 
wilayah kerjanya. 

(2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program 
yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. 

(3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan 
program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan 
mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya 
dengan mendatangi keluarga. 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi: 

a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan 
b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. 

Pasal 6 

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama 
di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, 
Puskesmas berwenang untuk: 
a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis 

masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang 
diperlukan; 

b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; 
c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan 

pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; 
d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan 

menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat 
perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan 
wilayah dan sektor lain terkait; 
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e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan 
pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya 

masyarakat; 
f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia Puskesmas; 
g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan 

kesehatan; 
h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada 

keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan 
faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual; 

1. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap 
akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; 

J. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat 
kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan 
sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit; 

k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan 
1. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Keseh atan 

tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui 
pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja 

Puskesmas. 

Pasal 7 

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama 
di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b , 
Puskesmas berwenang untuk: 
a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara 

komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang 
mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya 
dengan membin a hubungan dokter-pasien yang erat dan setara; 

b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan 
upaya promotif dan preventif; 

c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada 
individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok 
dan masyarakat; 

d. menyelenggarakan Pelayana.n Kesehatan yang mengutamakan 
kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, 

dan lingkungan kerja; 
e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip 

koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi; 
f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis; 
g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap 

mutu dan akses Pelayanan Kesehatan; 
h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia Puskesmas; 
1. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis 

dan Sistem Rujukan; dan 
J. melakukan koordinasi clan kolaborasi dengan Fasilitas Pelaya.nan 

Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dan Pasal 7, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan tingkat pertama. di wilayah kerjanya. 
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Pasal 9 

(1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan 
bidang kesehatan, wahana program internship, dan/ atau sebagai 

jejaring rumah sakit pendidikan. 
(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai 

wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program 
internship, dan/ atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABIV 
KATEGORI PUSKESMAS 

Pasal 10 

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan 
pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat 

dikategorikan berdasarkan: 
a . karakteristik wilayah kerja; dan 
b. kemampuan pelayanan. 

Pasal 11 

(1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf a, Puskesmas dikategorikan menjadi: 

a. Puskesmas kawasan perkotaan; 
b . Puskesmas kawasan perdesaan; 
c . Puskesmas kawasan terpencil; dan 
d. Puskesmas kawasan sangat terpencil. 

(2) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

ditetapkan oleh bupati/wali kota. 
(3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di 

daerah perbatasan dengan negara lain. 

Pasal 12 

(1) Berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 huruf b, Puskesmas dikategorikan menjadi: 
a. Puskesmas nonrawat inap; dan 
b. Puskesmas rawat inap. 

(2) Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimalrnud pada ayat (1) 
huruf a merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan 
pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (home care). dan 
pelayanan gawat darurat. 

BABV 
PERIZINAN DAN REGISTRASI 

Pasal 13 

Setiap Puskesmas harus memiliki izin operasional dan melakukan 
Registrasi. 
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BAB VI 
ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA 

Pasal 14 

(1) Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, 

dan akuntabel. 
(2) Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit terdiri atas: 
a. kepala Puskesmas; 
b. kepala tata usaha; dan 
c. penanggung jawab. 

Pasal 15 

(1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur dengan Puskesmas bersifat pembinaan. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada 
Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan 
pembangunan kesehatan daerah. 

(3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan 
tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur. 

Pasal 16 

(1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja 
dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, 
upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor 
terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas. 

(2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat 
koordinasi dan/ atau rujukan di bidang upaya kesehatan. 

(3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat 
bersifat pembinaan, koordinasi, dan/ atau rujukan di bidang 
upaya kesehatan. 

(4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait 
lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya 
kesehatan. 

(5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka 
pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna. 

BAB VII 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 17 

Pengangkatan dan pemberhentian, serta pemindahan, status 
kepegawaian Puskesmas dilaksanakan oleh Bupati. 
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BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 18 

Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya 
Peraturan Bupati ini dibebankan pada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur; dan 
b. Dana APBN dan pihak ketiga / bantuan lembaga swasta yang 

tidak mengikat. 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP 

Pasal 19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang m engetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal a.8 tn.Qr(i 2024 

SEKRETARlS DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

Ditetapkan di Martapu 
padatanggal m 2024 

N KOMERING ULU TIMUR, 

\ 

LANOSIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR Z~ 


